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ABSTRACT 

Bad credit or non – performing loans is one of the most important issues in the history 

of Indonesian Banking. Several factors that cause bad credit are internal and external 

factors. The external factor is the failure of the debtor’s business, the disaster for the 

debtor or the debtor’s business. This can happen because the system of giving credit to 

banks and the implementers is less thorough. The purpose of this study was to 

determine the procedure for handling problem loans. This study uses a telephone 

interview method with speakers from PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Tengah Cabang Kuala – Kurun and secondary data methods, namely the source of 

data obtained by the author directly and indirectly, which generally in the form of 

evidence, notes or reports that have been arranged in archives published. This 

research is expected to be able to find a solution to the problem associated with the 

handling of problem loans. The results of the research in this Final Project are that the 

Non-Performing Credit Category is divided into 5, the Stages of Non-Performing 

Credit Handling Procedures are divided into 7 and How Banks Avoid Non-Performing 

Loans are divided into 4. The conclusions in this study are very useful for PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kuala – Kurun and prospective 

customers. Besides this research is also useful for readers.  

 

Keywords : Procedure, Problem Credit Handling 

PENDAHULUAN 

       Kredit macet atau kredit bermasalah 

merupakan salah satu masalah yang sangat 

penting dalam sejarah Perbankan Indonesia. 

Banyak sekali bank yang dilikuidasi sebagai 

akibat dari kredit bermasalah yang 

merupakan hal penting dan tidak bisa 

diabaikan dalam perkembangan perbankan di 

tanah air. Bahkan hingga saat ini, terutama 

sejak mencuatnya kasus Bank Century, 

masalah kredit macet menjadi aspek yang 

sangat penting yang harus segera ditangani, 

dikutip dari https://news.detik.com/opini/d-

mailto:2017110237@students.perbanas.ac.id
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1247526/kasus-bank-century-dan-risiko-

keuangan-negara ( 14 Maret 2020 ). Salah 

satu upaya yang telah dilakukan oleh 

pemerintah untuk menangani kredit macet 

yaitu lewat prosedur mediasi diluar 

Pengadilan.  

 

       Salah satu faktor yang juga dapat 

menghambat perkembangan sektor jasa 

keuangan adalah kredit macet atau Non 

performing loan (Astari : 2016 ). Beberapa 

faktor yang bisa menyebabkan kredit macet 

adalah antara lain faktor internal maupun 

faktor eksternal. Faktor internal diantara nya 

adalah penyimpangan ketika melakukan 

pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad 

yang kurang baik dari pemilik, pengurus, 

atau pegawai bank, adapun karena lemahnya 

sistem administrasi dan pengawasan kredit 

serta lemahnya sistem informasi kredit 

macet. 

 

       Kemudian ada pula faktor eksternalnya 

yaitu kegagalan dalam usaha debitur, seperti 

musibah yang tejadi terhadap debitur atau 

usaha debitur. Oleh sebab itu kredit macet 

mempunyai dampak yang negatif bagi kedua 

belah pihak, baik itu kepada bank atau 

nasabah. Dampak bagi nasabah adalah 

nasabah harus menanggung kewajiban yang 

cukup besar kepada bank. Mengingat setiap 

pinjaman yang telah diberikan bank 

(konvensional) mengandung bunga, maka 

dari itu jumlah kewajiban nasabah semakin 

lama akan menjadi semakin bertambah 

apabila tidak kunjung di bayar atau dilunasi. 

Sedangkan bagi bank sendiri dampaknya 

jauh lebih serius karena selain kredit macet 

yang mengakibatkan bank kekurangan dana, 

dana yang disalurkan untuk kredit juga 

berasal dari masyarakat (Astari : 2016). 

 

Tingginya rasio kredit macet dalam dunia 

perbankan salah satunya di sebabkan oleh 

nasabah sendiri yang melakukan tindak 

kecurangan pada saat proses pengajuan 

permohonan pemberian kredit ( Astari : 

2016). Hal ini bisa juga terjadi karena sistem 

pemberian kredit pada bank serta para 

pelaksanaannya yang kurang teliti. Sistem 

pemberian kredit yang baik sangatlah penting 

bagi dunia perbankan yang punya kegiatan 

utama sebagai penyaluran kredit. Dan sistem 

yang baik pada dasarnya harus saling 

berhubungan dan tidak ada perangkapan 

fungsi yang nantinya dapat memicu ketidak 

efisienan kinerja pada bank ( Astari : 2016). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Bank 

       Pada Undang – Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank 

disebutkan sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat yaitu 

dalam bentuk simpanan kemudian 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk 

lainya dalam rangka untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih 

baik dikutip dari 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pa

ges/Bank-Umum.aspx diakses pada ( 03 

April 2020 ).  

 

       Menurut UU No. 10 Tahun 1998 badan 

usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan 

kemudian juga menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk pinjaman dan juga 

menyalurkan nya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau juga bentuk – bentuk 

lainya dalam rangka untuk lebih 

meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak 

dikutip dari 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertia

n-bank-menurut-para-ahli/ diakses pada ( 03 

April 2020 ).  

       Menurut Hasibuan (2005:2), pengertian 

bank adalah: “ Bank adalah badan usaha yang 

kekayaannya terutama dalam bentuk aset 

keuangan (financial assets) serta bermotif 
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profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari 

keuntungan saja” 

 

       Definisi bank menurut Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan : Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 

Usaha Bank 

       Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

kegiatan usaha yang dapat dilakukan dan 

dilaksanakan oleh Bank adalah :  

 

1. Menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentul simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, 

tabungan, dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu,  

2. Memberikan kredit,  

3. Menerbitkan surat pengakuan utang, 

4. Memindahkan uang baik untuk 

kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah,  

5. Menerima pembayaran dari tagihan atas 

surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan pihak ketiga,  

6. Menyediakan tempat untuk menyimpan 

barang berharga dan surat berharga,  

7. Melakukan kegiatan tempat penitipan 

untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak,  

8. Melakukan penempatan dana dari 

nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat 

dibursa efek,  

9. Melakukan kegiatan anjak piutang, 

usaha kartu kredit dan juga kegiatan wali 

amanat,  

10. Melakukan kegiatan lain yang lazim 

dilakukan oleh pihak bank sepanjang hal 

tersebut tidak bertentangan dengan 

Undang – Undang ini dan peraturan 

Perundang – Undangan yang telah 

berlaku. 

Pengertian Kredit 

       Kredit adalah penyediaan dana dalam 

jumlah tertentu dari bank untuk mendukung 

tujuan usaha, dengan berdasarkan 

persetujuan dan atau kesepakatan pinjam 

meminjam yang mewajibkan peminjam 

untuk melunasi pinjaman dalam waktu yang 

telah di tentukan beserta pembayaran bunga 

dan biaya lainya dikutip dari 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/C

MS/Article/74 diakses pada (03 April 2020 ). 

       Menurut Undang – Undang No 7 Tahun 

1998 Kredit merupakan penyediaan tagihan 

dan uang yang bisa disamakan berdasarkan 

kesepakatan atau persetujuan pinjam 

meminjam yaitu antara pihak bank dengan 

pihak lainnya dan mewajibkan peminjam 

untuk segera melunasi hutangnya dengan 

jumlah bunga, imbalan atau bagi hasilnya 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan.  

 

       Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

(pasal 21 ayat 11) menyatakan bahwa kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

segera melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

 

Fungsi Kredit 

       Menurut Malayu S.P Hasibuan (2004) 

fungsi kredit bagi masyarakat adalah sebagai 

berikut :  

a. Menjadi motivator dan dinamisator 

peningkatan kegiatan pedagangan dan 

perekonomian,  

b. Memperluas lapangan kerja bagi 

masyarakat,  
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c. Memperlancar arus uang dan arus 

barang,  

d. Untuk meningkatkan hubungan 

internasional,  

e. Meningkatkan produktivitas dana yang 

ada,  

f. Menimgkatkan daya guna barang,  

g. Meningkatkan gairah berusaha 

masyarakat,  

h. Memperbesar modal kerja perusahaan,  

i. Meningkatkan income percapita 

masyarakat.  

 

       Suatu kredit dikatakan mencapai 

fungsinya, baik bagi kreditur, debitur 

maupun masyarakat apabila secara sosial 

ekonomis membawa pengaruh yang lebih 

baik bagi semua pihak yang terlibat dalam 

kegiatan pengkreditan yang pada akhirnya 

berdampak pada kemajuan ekonomi bangsa 

baik secara mikro maupun secara makro.  

Thomas Suyatno, dkk (2007 : 16) fungsi 

kredit perbankan dalam kehidupan 

perekonomian dan perdagangan yaitu:  

 

a. Kredit pada hakikatnya dapat 

meningkatkan daya guna uang.  

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan 

lalu-lintas uang.  

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan 

peredaran uang.  

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas 

ekonomi.  

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan 

berusaha.  

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan 

pendapatan.  

g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan 

hubungan internasional.  

GAMBARAN PENELITIAN 

       PT Bank Pembangunan Daerah 

Kalimantan Tengah semula berbentuk 

Perusahaan Daerah (PD), yang didirikan 

pada tanggal 28 Oktober 1961 dengan Akta 

Notaris Njoo Sio Liep Nomor 24 dengan 

nama PT. BPD Kalimantan Tengah (Kal-

Teng), berkedudukan di ibukota Provinsi 

Kalimantan Tengah di Palangka Raya. 

Selanjutnya berdasarkan izin usaha Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor BUM 

9-1-3/ll pada tanggal 22 Januari 1962 dengan 

modal dasar diteteapkan Rp 10 Juta, 

kemudian jumlah modal setor yaitu sebesar 

Rp 2.660 ribu yang terdiri dari Rp 2.500 ribu 

saham Pemda Tingkat I Kalimantan Tengah 

dan Rp 160 ribu saham swasta.  

 

       Berdasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan-

ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) yang menetapkan antara lain bahwa 

Bank Pembangunan Daerah harus didirikan 

dengan Peraturan Daerah (Perda), maka 

Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan 

Tengah menetapkan Peraturan Daerah 

Nomor 2/DPRD-GR/64, kemudian Peraturan 

Daerah nomor 5/DPRD-GR/64 tanggal 3 

September 1964 yang disahkan oleh Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia dengan 

surat keputusan nomor Desember 9/4/9-18 

tanggal 2 maret 1965 menjadi Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 

yang sebagian sahamnya dimiliki swasta.  

       Dengan dikeluarkannya Undang-undang 

Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok 

Perbankan menyebabkan Peraturan Daerah 

tersebut perlu disesuaikan kembali, dengan 

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 

tahun 1976 jo Nomor 19 tahun 1978 jo 

Nomor 18 tahun 1981, yang disahkan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 973.97-42-1277 tanggal 30 

September 1982.  

 

       Pada tahun 1981 semua saham milik 

swasta dibeli oleh pemerintah sehingga Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 

sepenuhnya menjadi milik Pemerintah 

Daerah Kalimantan Tengah. Sesuai 

perkembangannya berdasarkan Perda Nomor 

8 tahun 1992 yang disahkan oleh Menteri 
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Dalam Negeri Republik Indonesia dengan 

Surat Keputusan Nomor 584-42-420 tanggal 

23 Maret 1993, menetapkan Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 

sebagai Bank Umum dengan modal dasar Rp 

15 miliar. Perda tersebut diubah dengan 

Perda Nomor 1 tahun 1997 yang disahkan 

Menteri Dalam Negeri dengan Surat 

Keputusan Nomor 584.42-1240 tanggal 21 

November 1997 menetapkan bahwa modal 

dasar Bank Pembangunan Daerah 

Kalimantan Tengah ditingkatkan menjadi Rp 

50 miliar. 

 

       Dalam rangka mengantisipasi Program 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang 

diberlakukan bagi seluruh Perbankan 

Indonesia, maka PT. Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Tengah melakukan 

perubahan Modal Dasar dari Rp 60 milyar 

menjadi Rp 150 milyar. Perubahan modal 

dasar ini telah disetujui oleh para Pemegang 

Saham pada RUPS Luar Biasa tanggal 14 

Juni 2004 yang dituangkan dalam Akta 

Notaris Ellys Nathalina, SH Nomor : 4 

tanggal 14 Juni 2004 tentang Berita Acara 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

dan sudah mendapatkan pengesahan dari 

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI 

Nomor : C-03581.HT.01.04.TH.2005 

tanggal 14 Februari 2005 tentang Persetujuan 

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 

Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalteng. 

 

       Sesuai UU No : 40 Tahun 2007 yang 

mencabut UU No 1 Tahun 1995 Tentang 

Perseroan Terbatas, maka PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan 

Tengahdisingkat PT. Bank Kalteng atau 

disebut Bank Kalteng telah menyesuaikan 

Anggaran Dasar (AD) dengan UU PT yang 

baru ini sekaligus melakukan perubahan 

Modal Dasar dari Rp 150 milyar menjadi Rp 

500 milyar, sebagaimana terakhir diubah 

dengan Akta Notaris Ellys Nathalina, SH 

Nomor : 30 tanggal 27 April 2010 tentang 

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa, yang sudah mendapatkan 

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak 

Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 

AHU-29875.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 

11 Juni 2010 tentang Persetujuan Akta 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 

 

       Memperhatikan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tanggal 

27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha 

dan Jaringan Kantor \berdasarkan Modal Inti 

Bank, maka sebagaimana tertuang dalam 

Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa (RUPS LB) PT. Bank Kalteng Nomor 

: 06 tanggal 17 Mei 2013 tentang Berita 

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah 

Kalimantan Tengah, yang dibuat oleh Ellys 

Nathalina, SH. MH., Notaris Palangka Raya 

telah disepakati bersama untuk 

meningkatkan besarnya Modal Dasar PT. 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Tengah dari Rp. 500.000.000.000,- (Lima 

ratus milyar rupiah) menjadi Rp. 

1.000.000.000.000,- (Satu triliun rupiah) dan 

telah mendapat persetujuan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor : AHU-35100.AH.01.02 

Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 dikutip dari 

http://www.bankkalteng.co.id/info/Sejarah-

Perusahaan ( 18 Juli 2020 ).  

Sedangkan penyingkatan sebutan PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 

menjadi PT. BANK KALTENG sudah 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum 

dan Hak Azasi Manusia RI Nomor: AHU-

29875.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Juni 

2010.  

 

VISI MISI 

       Menjadi Bank Pilihan Utama, Kuat, 

Terpercaya, Unggul Bersaing, Kontributif 

dan Kebanggaan Kalimantan Tengah. 

Melayani Nasabah, Pemda dan Masyarakat 

dengan tulus. Ber-Empati terhadap harapan 
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Nasabah, Pemerintah Daerah dan 

Masyarakat. Memberikan Dampak dan 

kontribusi nyata bagi pembangunan 

perekonomian daerah. Memberikan layanan 

dan produk yang Inovatif, Kompetitif bagi 

Pemda dan Masyarakat. Berpartisipasi Aktif 

dalam pembangunan daerah dan peningkatan 

kesejahteraan Masyarakat.  

HASIL PENELITIAN 

       Dengan cara mengkategorikan kredit yang 

bermasalah bank dapat dengan mudah melihat 

dan memberikan peringatan kepada nasabah 

yang telah melakukan telat bayar dalam 

memenuhi kewajiban untuk melunasi 

kreditnya. Dibawah ini adalah penggolongan 

kualitas kredit bermasalah pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 

Cabang Kuala – Kurun. 

Tabel 1 Kategori Kredit Bermasalah 

 
Sumber: 

https://www.cermati.com/artikel/penggolong

an-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-

kredit-macet  

 
       Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa masing masing kategori mempunyai 

lama tunggakan dan keterangan statusnya 

masing-masing dengan penjelasan sebagai 

berikut :  

 

1. Kolektibilitas 1 dengan status Lancar ini 

memperlihatkan bahwa debitur yang 

bersangkutan selalu memenuhi kewajiban 

untuk melunasi kreditnya tepat waktu 

(performing loan).  

2. Kolektibilitas 2 dengan status Dalam 

Perhatian Khusus (DPK) ini 

memperlihatkan bahwa debitur yang 

bersangkutan sedang mengalami 

penunggakan dalam memenuhi kewajiban 

untuk melunasi kreditnya dengan lama 

tunggakan 1 – 90 hari.  

3. Kolektibilitas 3 dengan status Kurang Lancar 

ini memperlihatkan bahwa debitur yang 

bersangkutan sedang mengalami 

penunggakan dalam memenuhi kewajiban 

untuk melunasi kreditnya dengan lama 

tunggakan 91 – 120 hari.  

4. Kolektibilitas 4 dengan status Diragukan ini 

memperlihatkan bahwa debitur yang 

bersangkutan sedang mengalami 

penunggakan dalam memenuhi kewajiban 

untuk melunasi kreditnya dengan lama 

tunggakan 121 – 180 hari.  

5. Kolektibilitas 5 dengan status Macet ini 

menunjukan bahwa debitur yang 

bersangkutan sedang mengalami 

penunggakan dalam memenuhi kewajiban 

untuk melunasi kreditnya dengan lama 

tunggakan 180 hari atau lebih.  

 

       Dari penjelasan kualitas kredit di atas, ada 

kualitas kredit yang tergolong performing loan 

dan non-performing loan. Bank tentu sangat 

menghidari adanya non-performing loan 

karena keberadaannya dapat membuat bank 

tersebut tidak sehat atau akibatnya bank bisa 

mengalami kekurangan modal untuk 

memberikan pinjaman dalam memenuhi 

permintaan pengajuan kredit atau pinjaman 

kepada nasabah lainnya.  

Berdasarkan data diatas, maka bisa dikatakan 

bahwa kolektibilitas 3, 4 dan 5 termasuk ke 

dalam kredit yang bermasalah atau yang biasa 

di sebut dengan istilah non-performing loan. 

(NPL). 

 

Kategori Kredit Bermasalah Pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Tengah Cabang Kuala – Kurun 

 

       Hal ini dimaksudkan untuk  

mempermudah proses klasifikasi dan 

penanganan terhadap berbagai macam 

permasalahan yang mungkin saja timbul di 

dalam sebuah perjanjian kredit yang sudah 

disepakati sebelumnya, penggolongan atau 

https://www.cermati.com/artikel/penggolongan-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-kredit-macet
https://www.cermati.com/artikel/penggolongan-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-kredit-macet
https://www.cermati.com/artikel/penggolongan-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-kredit-macet
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pengkategorian kredit bermasalah bertujuan 

untuk menghitung cadangan potensi kerugian 

yang tentunya akan berpengaruh terhadap 

portofolio bank dan menjadi salah satu 

indikator penilaian kesehatan bank yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikutip dari 

https://www.cermati.com diakses pada ( 03 

April 2020 ).  

       Dengan cara mengkategorikan kredit 

yang bermasalah bank dapat dengan mudah 

melihat dan memberikan peringatan kepada 

nasabah yang telah melakukan telat bayar 

dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi 

kreditnya. Dibawah ini adalah penggolongan 

kualitas kredit bermasalah yang telah di 

sesuaikan dengan jangka waktu nya masing-

masing dan dibuat oleh bank.  

 

Tabel 2 Penggolongan Kredit 

 
Sumber: 

https://www.cermati.com/artikel/penggolong

an-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-

kredit-macet 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 

masing masing kategori mempunyai lama 

tunggakan dan keterangan statusnya masing-

masing dengan penjelasan sebagai berikut :  

 

1. Kolektibilitas 1 dengan status Lancar ini 

memperlihatkan bahwa debitur yang 

bersangkutan selalu memenuhi kewajiban 

untuk melunasi kreditnya tepat waktu 

(performing loan).  

2. Kolektibilitas 2 dengan status Dalam 

Perhatian Khusus (DPK) ini 

memperlihatkan bahwa debitur yang 

bersangkutan sedang mengalami 

penunggakan dalam memenuhi kewajiban 

untuk melunasi kreditnya dengan lama 

tunggakan 1 – 90 hari.  

3.Kolektibilitas 3 dengan status Kurang 

Lancar ini memperlihatkan bahwa debitur 

yang bersangkutan sedang mengalami 

penunggakan dalam memenuhi kewajiban 

untuk melunasi kreditnya dengan lama 

tunggakan 91 – 120 hari.  

 

4.Kolektibilitas 4 dengan status Diragukan 

ini memperlihatkan bahwa debitur yang 

bersangkutan sedang mengalami 

penunggakan dalam memenuhi kewajiban 

untuk melunasi kreditnya dengan lama 

tunggakan 121 – 180 hari.  

5. Kolektibilitas 5 dengan status Macet ini 

menunjukan bahwa debitur yang 

bersangkutan sedang mengalami 

penunggakan dalam memenuhi kewajiban 

untuk melunasi kreditnya dengan lama 

tunggakan 180 hari atau lebih  

 

       Dari penjelasan kualitas kredit di atas, 

ada kualitas kredit yang tergolong 

performing loan dan non-performing loan. 

Bank tentu sangat menghidari adanya non-

performing loan karena keberadaannya dapat 

membuat bank tersebut tidak sehat atau 

akibatnya bank bisa mengalami kekurangan 

modal untuk memberikan pinjaman dalam 

memenuhi permintaan pengajuan kredit atau 

pinjaman kepada nasabah lainnya.  

       Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 

perbandingan tentang apa saja kategori kredit 

bermasalah menurut PT Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kuala – 

Kurun dengan kategori kredit bermasalah 

menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

adalah sama. Itu artinya data yang diberikan 

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Tengah Cabang Kuala – Kurun sudah sesuai 

dengan kategori kredit bermasalah dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 

penanganan kredit bermasalah dapat 

dilakukan dengan cara pembinaan yang lebih 

https://www.cermati.com/artikel/penggolongan-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-kredit-macet
https://www.cermati.com/artikel/penggolongan-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-kredit-macet
https://www.cermati.com/artikel/penggolongan-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-kredit-macet
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intensif kepada debitur yang telah masuk 

dalam kategori kredit bermasalah dan 

berpontensi bermasalah, informasi tentang 

kredit bermasalah juga harus secara jelas di 

ungkap dalam administrasi dan dokumentasi 

kredit untuk penanganan selanjutnya dikutip 

dari https://www.ojk.go.id diakses pada ( 13 

Juli 2020 ). 

 

Tahapan Prosedur Penanganan Kredit 

Bermasalah Pada PT. Bank 

Pembangunan daerah kalimantan Tengah 

Cabang Kuala – Kurun 

 

a. Laporan Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah kepada Otoritas Jasa 

Keuangan Bank harus segera 

menyampaikan laporan tertulis kepada 

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah 

Kredit atau Pembiayaan yang 

kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan 

Macet telah mencapai kriteria tersebut.  

 

b. Pembentukan Satuan Kerja atau 

Kelompok Kerja atau Tim Kerja 

Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

Bermasalah Bank harus membentuk 

satuan kerja atau kelompok kerja atau tim 

kerja atau yang dalam PKPBB digunakan 

istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

Kredit atau Pembiayaan bermasalah. 

Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam STK 

ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank 

dapat menetapkan sendiri nama untuk 

STK tersebut.  

 

c. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit 

atau Pembiayaan Bermasalah Bank harus 

menyusun program penyelesaian Kredit 

atau Pembiayaan bermasalah dan segera 

menyampaikan program tersebut kepada 

Otoritas Jasa Keuangan.  

 

d. Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit 

atau Pembiayaan Bermasalah Program 

penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah harus segera dilaksanakan 

secara bersungguh-sungguh.  

  
       Evaluasi Efektivitas Program Penyelesaian 

Kredit atau Pembiayaan Bermasalah Paling 

sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali setelah 

program penyelesaian Kredit atau Pembiayaan 

bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu 

lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan, Bank harus melakukan evaluasi 

efektivitas program penyelesaian Kredit atau 

Pembiayaan bermasalah.  

       Langkah penanganan penyelamatan kredit 

bermasalah yang dilakukan bank bagi nasabah 

yang masih mempunyai prospek dan 

mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan 

pembayaran kewajiban nya adalah : 

Rescheduling  

       Rescheduling adalah upaya penyelamatan 

kredit dengan melakukan perubahan syarat-

syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan 

jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu, 

termasuk grace period baik termasuk besarnya 

jumlah angsuran atau tidak. Faktor – faktor 

yang dapat memungkinkan Bank melakukan 

Rescheduling yaitu Bank mengambil langkah 

dengan memberikan keringanan untuk 

nasabah. Misalkan perpanjangan jangka waktu 

kredit dari enam bulan menjadi satu tahun 

sehingga nasabah memiliki waktu lebih lama 
untuk mengembalikannya.  

Reconditioning  

       Reconditioning adalah upaya 

penyelamatan kredit dengan cara melakukan 

perubahan atas sebagian atau seluruh syarat 

perjanjian kredit yang terbatas hanya untuk 

perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu 

kredit saja, namun perubahan itu tanpa 

memberikan tambahan kredit atau tanpa 

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian 

dari kredit yang menjadi equity perusahaan. 

Bank melakukan Reconditioning berbagai 

persyaratan yang ada agar nasabah mendapat 

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Lampiran%20I%20POJK%20KAP%20PPAP_PPKB_v1.pdf
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keringanan dalam membayar kreditnya. 

Perubahan yang dilakukan adalah Kapitalis 

bunga menjadi utang pokok dan Bank dapat 

menurunkan suku bunga kredit.  

Restructuring  

       Restructuring adalah upaya penyelamatan 

dengan melakukan perubahan syarat-syarat 

perjanjian kredit atau melakukan konversi atas 

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi 

equity perusahaan dan equity bank yang 

dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan 

atau reconditioning. Faktor – faktor yang dapat 

memungkinkan Bank melakukan Restructuring 

yaitu Nasabah mengalami penurunan 

kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran, 

Nasabah memiliki itikad baik untuk membayar 

dan Nasabah memiliki prospek usaha yang baik 

serta mampu memenuhi kewajibannya setelah 

dilakukan Restructuring pembiayaan.  

Tahapan prosedur penanganan kredit 

bermasalah atau pembiayaan bermasalah ini 

dapat diterapkan dan digunakan sesuai dengan 

kategori kolektibilitas debitur yang 

bersangkutan dikutip dari 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regu
lasi/peraturan-ojk  

Cara Bank Untuk Menghindari 

Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah kalimantan 

Tengah Cabang Kuala – Kurun. 

       Karena peminat kredit sangat banyak 

maka bank harus dengan teliti saat 

melakukan analisa pemberian kredit sampai 

dengan dropping dana, meski memiliki 

resiko pada dasarnya pemberian kredit bisa 

berjalan dengan lancar hingga sampai 

pelunasan berakhir, hal ini tentu saja jika 

persyaratan pengajuan telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, sehingga hanya 

beberapa faktor tidak terduga yang berasal 

dari pihak peminjam saja yang akan memiliki 

potensi untuk membuat kredit tersebut 

bermasalah atau macet. 

 

Analisa yang Tepat. 

       Hal utama yang wajib untuk dilakukan 

oleh pihak bank selaku kreditur adalah 

melakukan analisa dengan tepat terhadap 

calon debitur. Hal ini bisa dilakukan dengan 

cara melihat beberapa faktor, seperti: watak 

atau kepribadian, Kemampuan membayar 

angsuran, penghasilan, kondisi keuangan 

debitur, jaminan kredit yang diajukan, 

prediksi mengenai hambatan, dan kemacetan 

kredit yang akan diberikan. 

Melakukan Pemantauan 

       Setelah memberikan kredit, maka pihak 

bank wajib melakukan pemantauan terhadap 

penggunaan dana tersebut, melihat 

perkembangan usaha dan ekonomi debitur 

secara langsung. 

Pastikan Kondisi Jaminan 

       Jaminan adalah langkah penyelesaian 

terakhir yang bisa dilakukan oleh kreditur, 

jika sewaktu-waktu terjadi kredit macet, 

karena itu sangat penting untuk memastikan 

kondisi kelayakan dan nilai dari aset yang 

dijadikan alat jaminan tersebut di kutip dari 

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-

jasa-keuangan/rancangan-

regulasi/Documents/Lampiran%20I%20POJ

K%20KAP%20PPAP_PPKB_v1.pdf  

diakses pada ( 13 Juli 2020 ). 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 

       Kategori kredit bermasalah di PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 

Cabang Kuala Kurun memiliki kriterianya 

masing – masing dan di golongkan menjadi 5 

kategori yaitu kolektibilitas 1 dengan status 

lancar, kolektibilitas 2 dengan status Dalam 

Perhatian Khusus (DPK), kolektibilitas 3 

dengan status Kurang Lancar, Kolektibilitas 

4 dengan status Diragukan, dan kolektibilitas 

5 dengan status Macet.  
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       Tahapan prosedur penanganan kredit 

bermasalah pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Kalimanta Tengah Cabang Kuala – 

Kurun di bagi menjadi 7 yaitu persyaratan 

kembali (Restructuring), penjadwalan 

kembali (Rescheduling), menambah fasilitas 

kredit, mengkonversikan tunggakan menjadi 

pokok kredit baru, pembebasan bunga 

kepada debitur, melakukan prinsip 

peminjaman yang tekun dan menjaminkan 

atau menjual barang gadai/jaminan sesuai 

kesepakatan.  

       Cara bank untuk menghindari terjadinya 

kredit bermasalah ada 4 yaitu pemberian 

kredit harus sesuai dengan ketentuan kredit, 

mengetahui secara jelas usaha/ pekerjaan 

calon debitur, menganalisa tingkat 

kelayakan, legalitas dan memberikan 

pinjaman sesuai kemampuan calon debitur 

dan yang terakhir adalah selalu memantau 

kewajiban/angsuran debitur setiap bulannya. 

Saran 

 

       Ketika ingin melakukan penelitian 

mahasiswa/i di sarankan saat mencari tempat 

magang bisa menanyakan di awal apakah 

bank tersebut mengizinkan mahasiswa/i 

magang melakukan penelitian setelah 

magang selesai, hal ini bertujuan untuk 

mempermudah mahasiswa/i dalam 

melakukan penelitian nya.  

       Jika mahasiswa/i ingin melakukan 

penelitian pada PT.Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kuala -

Kurun agar dapat melakukan penelitian 

dengan judul baru seperti Prosedur 

Pemberian Kredit, Prosedur Pembukaan 

Rekening Baru, atau judul lainnya yang ingin 

di teliti oleh mahasiswa/i karena PT. Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 

Cabang Kuala – Kurun ini memiliki banyak 

produk yang bisa di teliti dan pihak bank 

yang ramah serta siap membantu apabila 

mahasiswa/i kebingungan dalam menyusun 

judul penelitian.  

       Ketika melakukan magang mahasiswa/i 

di harapkan menggunakan kesempatannya 

sebaik mungkin untuk mencari ilmu baru di 

tempat baru sekaligus mencari relasi agar 

kedepannya bisa saling bertukar informasi 

mengenai dunia perbankan dan sebagainya 

karena hal ini sangat bermanfaat dan belum 

tentu dapat ditemukan dalam perkuliahan di 

kampus.  

Implikasi 

Implikasi dari Tugas Akhir ini adalah PT. 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Tengah Cabang Kuala – Kurun dapat 

membuat divisi khusus untuk melakukan 

penagihan di bagian Kredit, dan dapat 

melihat kekurangan dan kelebihan dalam 

penanganan kredit bermasalah dengan begitu 

perusahaan dapat melakukan langkah 

penanggulangan dalam penanganan kredit 

bermasalah. 
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